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PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK XXXX Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Kawalo 4 Februari 1991 / 32
tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Petani, Tempat Kediaman XXXX, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

Melawan

XXXX, NIK. XXXX, Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Minton 22 Maret 1994 / 29
tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman XXXX,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor
127/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu 26 Juli 2015 Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang sah merujuk pada Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dan

dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2015;
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2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh
Allah SWT;

3. Bahwa disaat melangsungkan pernikahan status Pemohon Jejaka dan
Termohon Perawan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu di Desa
Minton, kemudian pindah ke Luwuk di kos-kosan kemudian pindah lagi
ke Desa Bobong sampai terjadi perpisahan;

5. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin
Perempuan, usia 2 (dua) tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Adapun
Penyebabnya karena :

6.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri
dan telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menghubungi Termohon untuk
kembali membina rumah tangga namun Termohon tidak pernah kembali;

9. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon agar mau menyelesaikan masalah rumah tangganya, hamun
tidak berhasil:

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
amarnya berbunyi
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk
menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
SUBSIDAIR:

Atau Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 26 Agustus 2024
yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon, Nomor : XXXX,
tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobong,
Kecamatan Taliabu Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup,
dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, Tertanggal 26 Agustus
2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Bukti
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tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda
bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten
Pulau Taliabu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak
kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah,
namun saksi hadir waktu pernikahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Termohon selama 2 minggu di Desa Minton, kemudian pindah ke
Luwuk di kos-kosan lalu pindah ke desa Bobong hingga pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama XXXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 (dua) tahun dan saat ini
dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak
tahun 2018;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
2019;

- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan
Termohon, tapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau

Taliabu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik
Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah,

namun saksi tidak hadir waktu pernikahan;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang
tua Termohon selama 2 minggu di Desa Minton, kemudian pindah ke
Luwuk di kos-kosan lalu pindah ke desa Bobong hingga pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama XXXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 (dua) tahun dan saat ini
dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak
tahun 2018;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
2019;

- Bahwa saksi maupun Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan
Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor  127/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 26 Agustus 2023 vyang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan
tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;
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Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan
Pemohon adalah sejak satu bulan menikah antara Pemohon dan Termohon
sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Bahwa Puncak
permasalahan pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah
pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu:
XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) dan P.2
(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH
Perdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon sendiri dan
bukan orang lain (non error in persona), dan benar Pemohon bertempat
kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk
memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya
memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam
perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang
ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan
hubungan hukum dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat
(1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon
dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama XXXX, jenis kelamin Perempuan, usia 2 (dua) tahun dan saat ini
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dalam asuhan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak, Bahwa antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, bahwa Pemohon
dan Termohon telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, jenis kelamin Perempuan,
usia 2 (dua) tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak,

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi
sejak tahun 2019;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon
namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak
dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka
Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah
terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara
a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan
Pemohon dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan
hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami
dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1
tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
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terus-menerus sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon
telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 5 tahun lamanya, selama
itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak
ada nafkah lahir dan batin, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019
tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang
penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka
dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan
untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon
yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Hakim telah
berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu
juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan
Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara
suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila
salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak
mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah
ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut
sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti
itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan
rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri
dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain
mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu-membantu), mutual
cooperative (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling
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ketergantungan), mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam
perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa
antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak
menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai
suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya,
meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi
Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa
perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi
kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan
perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan
mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon,
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah :

i alaall il Gle prio suloall £,

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin
hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :
Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

8390 Vg atmo lagin 3297 pd 0l calisl ol
a9 la odl cuwliolle

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i yaitu Al-
Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 227 berbunyi:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ols pLLE & o LI 315 FLIIgs 52

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati)) Thalak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga
Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk
dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tingga dan selama
berpisah Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah
tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan
lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;
Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
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1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i
terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 330.000.00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari
Rabu tanggal 02 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab
1445 Hijriyah, oleh Bahri Conoras, S.H.l sebagai Hakim, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu
oleh Idhar, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Idhar, S.Sy Bahri Conoras, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :Rp. 60.000.00
2. Proses : Rp. 100.000.00
3. Panggilan ; Rp. 160.000.00
4. Materai :Rp. 10.000.00
Jumlah : Rp. 330.000.00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
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